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ABSTRACT

This research aims to examine the effect of local government characteristics, execu-
tive characteristics and the regional inspectorate characteristics to timeliness at the
delivery of local governments financial statement (LKPD) in Indonesia. The sample
used in this study were 488 local government district / cities in Indonesia for the year
2014. This study uses data of IHPS from Internal Affair Ministry of Republic of Indo-
nesia Supreme Audit board (BPK RI), the website of Internal Affairs Ministry of Re-
public Indonesia, website of local government and data of regional inspectorate
characteristics obtained from Financial and Development Supervisory Board (BPKP
RI). This study uses a Multiple Regression Analysis model (regression analysis) to test
the hypothesis.

The result showed that the local government which are age, location of local govern-
ment and the role of the expert auditor level affect positively on timeliness of deliver-
ance of local government financial statement (LKPD), while the tenure of regional
head, gender oof regional head and regional inspectorate capability has no influence
to timeliness in the delivernce of local government financial statement (LKPD).
Keywords: Agency theory, age, location, tenure, gender, Auditor level, capability,
timeliness at the delivery of Local Government Financial Statement (LKPD).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah,
karakteristik eksekutif dan karakteristik inspektorat daerah untuk ketepatan waktu
penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. Sampel
yvang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 488 pemerintah dearah kabupaten/
kota di Indonesia tahun 2014. Penelitian ini menggunakan data IHPS dari Badan
Pemeriksa Keuangan Pemerintah Republik Indonesis (BPK RI), website kementerian
RI, website pemerintah daerah dan data karakteristik inspektorat daerah yang di-
peroleh dari BPK RI Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda
(analisis regresi) dalam pengujian hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah, lokasi pemerintah
daerah dan tingkat keahlian auditor berpengaruh postif terhadap ketepatan waktu
penyampaian LKPD, sedangkan masa jabatan kepala daerah, jenis kelamin kepala
daerah dan kemampuan inspektorat daevah tidak memiliki pengaruh terhadap
ketepatan waktu dalam penyampaian LKPD.

Kata kunci: Teori agensi, umur, lokasi, masa jabatan, jenis kelamin, level auditor,
kapabilitas, ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

PENDAHULUAN
Akuntabilitas publik adalah prinsip yang

hun 2006) vyang secara komprehensif
menggambarkan tentang kegiatan

menjamin bahwa setiap kegiatan penye-
lenggaraan pemerintahan dapat diper-
tanggungjawabkan secara terbuka oleh
pelaku kepada pihak-pihak yang terkena
dampak penerapan kebijakan (Krina 2003).
Perwujudan transparansi dan akuntabilitas
keuangan negara/daerah dalam bentuk
laporan keuangan pemerintah (PP no.8 ta-

operasional, posisi keuangan, arus kas dan
penjelasan atas pos-pos yang ada dalam
laporan keuangan tersebut (Suhardjanto
dan Lesmana 2010). Laporan keuangan
yang berkualitas harus memenuhi tiga
kriteria utama vyaitu Kketepatan waktu,
keandalan dan komparabilitas (Iyoha 2012)
yang juga dapat dipakai sebagai ukuran
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transparansi (Ibadin et al. 2012), walaupun
tidak menjamin relevansi, tetapi relevansi

informasi tidak dimungkinkan tanpa
ketepatwaktuan informasi (Rachmawati
2008).

Laporan keuangan pemerintah dae-
rah wajib disampaikan kepada BPK, 3 bulan
setelah tahun anggaran Dberakhir
(Permendagri No.13 tahun 2006), setelah
terlebih dahulu dilakukan review oleh In-
spektorat daerah. Menurut Johnson (1998)
ketepatan waktu sangat tergantung oleh
fungsi audit karena laporan keuangan tidak
dapat diterbitkan sebelum audit selesai.
Keterlambatan penyampaian LKPD ke BPK
secara langsung memang tidak mem-
berikan pengaruh terhadap penilaian opini,
namun dapat berakibat terjadinya audit
delay dan informasi dalam LKPD menjadi
kehilangan kapasitasnya dalam pengambi-
lan keputusan (Lase dan Sutaryo 2014). Fe-
nomena keterlambatan penyampaian LKPD
kepada BPK disebabkan oleh antara lain
karena keterbatasan kemampuan sumber
daya aparatur pemerintah dan teknologi
(Indriasari dan Nahartyo 2008; Andriani
2010; Winidyaningrum dan Rahmawati
2010), wumur pemerintah daerah
(Setyaningrum dan Syafitri 2012; Khasanah
dan Rahardjo 2014; Owusu dan Ansah
2000; Itsniawan dan Suranta 2015), masa
jabatan (Singgih dan Bawono 2010; Seeba et
al. 2009; Milana dan Maldaon 2015), opini,
jenjang pendidikan, sertifikasi profesional
auditor dan penyelenggaraan sistem infor-
masi yang terintegrasi (Kartiko et al. 2015).

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEM-
BANGAN HIPOTESIS

Agency Theory dalam Pemerintah Daerah
Hubungan keagenan dalam praktik
pemerintah daerah dapat terwujud antara
masyarakat (principal) dengan pemerintah
daerah (agent)) DPRD dengan pemerintah
daerah dan antara masyarakat dengan
DPRD (Arifianti et al. 2013). Hubungan an-
tara keduanya melahirkan suatu kontrak
dalam bentuk pemberian kewenangan
(principal) dan mendapatkan kewenangan
(agen) (Halim dan Abdullah 2006). LKPD
yang disusun oleh kepala daerah merupa-
kan sarana bagi masyarakat untuk
melakukan monitoring dan evaluasi ter-

hadap kebijakan - kebijakan yang diambil
kepala daerah selaku penerima mandat
dari masyarakat, sekaligus sebagai sarana
untuk mengurangi konflik yang mungkin
saja terjadi antara principal dengan agen
sebagai akibat adanya perbedaan kepent-
ingan antara principal dan agent (Jensen
dan Meckling 1976).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan keuangan merupakan laporan
yang terstruktur mengenai posisi keuangan
dan transaksi - transaksi yang dilakukan
oleh entitas pelaporan (PP No. 71 tahun
2010). Setiap entitas organisasi pemerinta-
han wajib untuk membuat laporan keu-
angan sebagai bentuk dari pertanggungja-
waban atas penggunaan keuangan negara/
daerah selama satu periode (PP No. 8 tahun
2006) sebagai syarat pendukung akuntabili-
tas atas aktivitas pengelolaan sumber daya
publik (Ryan dan Mack 2006; Andriani
2010). Penyusunan dan penyajian LKPD
harus berdasarkan pada Standar Akuntansi
Pemerintah (Permendagri No.13 tahun
2006; PP No. 71 tahun 2010) dan harus me-
menuhi karakteristik kualitatif sebagai
ukuran normatif yang perlu diwujudkan
dalam informasi akuntansi pemerintah
(Sari dan Witono 2014) meliputi relevan,
andal dapat dibandingkan dan dapat dipa-
hami (PP No. 71 tahun 2010). Supaya rele-
vansi ini dapat tercapai, informasi yang
dihasilkan harus memiliki manfaat umpan
balik, prediktif, lengkap dan tepat waktu
(Lase dan Sutaryo 2014).

Ketepatan waktu Penyampaian LKPD
Informasi dapat memberikan manfaat bagi
pengambilan keputusan ketika informasi
tersebut tersedia tepat pada waktunya. Te-
pat waktu diartikan bahwa informasi harus
disampaikan sedini mungkin (Rachmawati
2008) sebelum kehilangan kemampuan un-
tuk mempengaruhi atau membuat perbe-
daan dalam pengambilan keputusan
(Suwardjono 2014). Ketepatan waktu dalam
pelaporan keuangan merupakan karakteris-
tik utama dalam informasi akuntansi
(Owusu dan Ansah 2000), yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari empat karak-
teristik kualitatif yang lain yaitu relevan,
andal, dapat dibandingkan dan dapat dipa-
hami (PP No. 71 tahun 2010).
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Karakteristik kualitatif tersebut men-

jadi ukuran normatif yang perlu di-

wujudkan dalam setiap informasi akuntan-

si pemerintah (Sari dan Witono 2014). Iyo-
ha (2012) menyebutkan bahwa evaluasi ter-
hadap kualitas laporan keuangan harus
memenuhi tiga kriteria utama yaitu
ketepatan waktu, keandalan dan kompara-
bilitas (Iyoha 2012). Penyajian laporan keu-
angan secara tepat waktu merupakan
aspek strategis untuk memperoleh
keunggulan kompetitif dalam menunjang
keberhasilan, kepercayaan publik, kualitas
kinerja dan kredibilitas kualitas informasi
akuntansi yang tinggi atas apa yang
dilaporkannya (Astuti 2007), terutama pa-
da saat kondisi keuangan dan kinerja enti-
tas sektor publik berada di bawah
pengawasan untuk mencapai efisiensi,
efektivitas dan tujuan ekonomi (Cohen dan

Leventis 2013).

Karakteristik Pemerintah Daerah dan

ketepatan waktu penyampaian LKPD

Penelitian ini menggunakan umur admin-

istratif pemerintah daerah dan lokasi

pemerintah daerah untuk menjelaskan
karakteristik pemerintah daerah. Umur ad-
ministrasi pemerintah daerah adalah tahun
dibentuknya suatu pemerintahan daerah
berdasarkan undang - undang pemben-

tukan daerah tersebut (Lesmana 2010;

Setyaningrum dan Syafitri 2012; Khasanah

dan Raharjo 2014). Pemerintah daerah

yang memiliki umur administratif yang
lebih lama memiliki pengalaman dan ke-
mampuan yang lebih baik dalam
menyajikan laporan Kkeuangannya secara
wajar sesuai dengan SAP dibandingkan
dengan pemerintah daerah otonomi baru

(Setyaningrum dan Syafitri 2012), karena

memiliki kredibilitas, reputasi dan kinerja

yang baik (Astuti 2007) serta dapat
meminimalisir faktor Kketerlambatan
pelaporan keuangan (Owusu dan Ansah

2000). Dari uraian penjelasan tersebut,

maka hipotesis penelitian 1 (H) ini diru-

muskan sebagai berikut:

H: Umur pemerintah daerah berpengaruh
positif terhadap ketepatan waktu pen-
yampaian LKPD.

Lokasi pemerintah daerah yang di-
maksud dalam penelitian ini adalah lokasi

pemerintah kabupaten/kota di Jawa dan di

luar Jawa. Pemisahan lokasi pemerintah
daerah antara Jawa dan luar Jawa didasar-
kan pada kecenderungan pemerintah dae-
rah di Jawa lebih maju baik di sektor
ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan
para birokratnya memiliki tingkat intel-
ektual yang bagus (Cohen dan Leventis

2013; Heriningsih dan Marita 2013) dengan

pengorganisasian lembaga yang cukup baik

(Hapsari et al. 2013), sehingga dapat men-

dorong ketepatan waktu penyampaian

LKPD. Dengan demikian, hipotesis

penelitian 2 (H,) ini dapat dirumuskan se-

bagai berikut:

H,: Lokasi Pemerintah Daerah Berpengaruh
Positif terhadap Ketepatan Waktu
Penyampaian LKPD.

Karakteristik Kepala Daerah dan

ketepatan waktu penyampaian LKPD-

Hambrick dan Mason (1984) menjelaskan

bahwa seorang eksekutif memiliki karak-

teristik yang dapat mempengaruhi organ-
isasi yang dipimpinnya. Pengalaman para
manajer puncak, nilai - nilai dan personali-
ty mempengaruhi pilihan dan interpretasi
terhadap situasi yang mereka hadapi

(Hambrick dan Mason 1984). Manajer

dengan pengalaman kerja yang lebih lama

mempunyai hubungan yang positif dengan
pengambilan keputusan sehingga berdam-
pak pada kinerja organisasi (Kidwell et al.

1987). Pada organisasi pemerintahan, ma-

najer dengan pengalaman kerja yang lebih

lama mempunyai hubungan yang positif
dengan penyelesaian pekerjaan dan
pengambilan keputusan yang lebih cermat,
cepat dan lebih baik sehingga berdampak
pada kinerja organisasi (Singgih dan

Bawono 2010; Kidwell et al. 1987; Seeba et

al. 2009; Milana dan Maldaon 2015). Ber-

dasarkan uraian di atas, maka dapat diru-
muskan hipotesis penelitian 3 (H3) sebagai
berikut:

H: Masa Jabatan Kepala daerah ber-
pengaruh positif terhadap Ketepatan
Waktu Penyampaian LKPD.

Gender merupakan keyakinan konsen-
sus tentang perbedaan karakteristik laki-
laki dan perempuan (Berry et al. 2002) yang
menunjukkan perbedaan perilaku dalam
bertindak didasarkan pada sifat dan kodrat
yang telah diberikan secara biologis
(Nugrahaningsih 2005). Secara psikologis
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kognitif dan pemasaran, wanita dikenal
lebih efisien dan efektif dalam memroses
Semakin tinggi Ilevel APIP maka semakin
tinggi kapabilitasnya (Perka BPKP No.PER -
1633/K/JF/2011). Semakin tinggi capaian
level penilaian pengendalian internal maka
semakin baik kinerja keuangannya (Aikins
2011) dan memberikan pengaruh terhadap
ketepatan waktu pelaporan keuangan
(Astuti 2007; Schmidt dan Wilkins 2013).
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat
dirumuskan hipotesis penelitian 6 (H,) se-
bagai berikut:
H: Kapabilitas Inspektorat daerah ber-
pengaruh positif terhadap ketepatan
waktu penyampaian LKPD.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi se-
luruh pemerintah daerah di Indonesia ta-
hun 2014. Sampel penelitian ini berjumlah
488 yang diperoleh dengan menggunakan
metode purposive sampling dengan kriteria
yaitu: 1) pemerintah kabupaten/ kota di
Indonesia tahun 2014 yang tercatat pada
Kemendagri dan BPK RI; 2) pemerintah dae-
rah kabupaten/kota di indonesia yang
wajib menyampaikan LKPD tahun 2013; 3)
pemerintah kabupaten/kota yang tidak
wajib menyampaikan LKPD tahun 2013.

Jenis dan Sumber Data
Penelitian menggunakan data sekunder
yang diperoleh dari IHPS BPKRI tahun

2014, BPKP, buku profil kepala daerah dan
mengakses website www.kemendagri.go.id,
www.bpk.go.id serta website masing - mas-
ing pemerintah daerah.

Definisi
Variabel
Variabel dependen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah ketepatan waktu pen-
yampaian LKPD (TIMELINESS) yang dikate-
gorikan ke dalam 5 kelompok yaitu kode 1
(sangat tidak tepat waktu), 2 (tidak tepat
waktu), 3 (kurang tepat waktu), 4 (tepat
waktu) dan 5 (sangat tepat waktu). Variabel
independen dalam penelitian ini adalah
karakteristik pemerintah daerah (umur ad-
ministratif pemerintah daerah dan lokasi
pemerintah daerah), karakteristik kepala
daerah (masa jabatan kepala daerah dan
gender kepala daerah) dan karakteristik
inspektorat daerah (jenjang JFA dan kapa-
bilitas inspektorat daerah).
Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan alat statistik
regresi dalam pengujian hipotesisnya. Ru-
mus Persamaan regresi yang digunakan
adalah sebagai berikut:
TIMELINESS: a + B:UA_PEM+ pB:LKS +
BsTENURE + B,GENDER_KD+ BsAH-
LI + BsCAPABILITY + e

Operasional dan Pengukuran

Keterangan: TIMELINESS: ketepatan waktu
penyampaian LKPD, UA_PEM: Umur
Administratif Pemerintah Daerah,
LKS: Lokasi Pemerintah Daerah,

Tabel 1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Nama Akronim Pengukuran
Variabel Dependen Skala ordinal (1) sangat tepat waktu, (2) tepat waktu, (3)
Ketepatan waktu pen- TIMELINESS kurang tepat waktu, (4) tidak tepat waktu dan (5) sangat
yampaian LKPD tepat waktu
Variabel Independen
Umur administratif UA_PEM Berdasarkan jumlah waktu Tahun sejak berdirinya Pem-
Pemerintah daerah - da berdasarkan UU
Lokasi Pemerintah Dae- LKS Variable dummy yang diukur dengan angka (1) untuk
rah pemda di Pulau Jawa dan (0) untuk pemda di luar jawa
Masa jabatan Kepala Berdasarkan jumlah waktu selama kepala daerah men-
Daerah TENURE jabat sejak dilantik sampai dengan periode penelitian
dihitung berdasarkan Tahun

Gender Kepala Daerah Variable dummy yang diukur dengan angka (0) untuk

GENDER_KD kepala daerah perempuan dan (1) untuk kepala daerah

laki-laki

Jenjang Jabatan AHLI Jumlah JFA AHLI dibagi total JFA
Fungsional Auditor
Kapabilitas Inspektorat CAPABILITY Skor berdasarkan model IA-CM,

Sumber: UU No. 1/ 2004, PP No. 8/ 2006; Permendagri No. 21 tahun 2011; Ibadin et al. 2012; Su-
hardjanto dan Yulianingtyas 2011; Perka BPKP PER-1633/J/JF/2011
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Kepala Daerah, GENDER: Gender Kepala

Daerah, AHLI: Jenjang JFA, CAPABILITY:

Kapabilitas Inspektorat Daerah, a: konstan-

ta, ﬂo,ﬁl,, ......... p6: Kooefisien regresi, dan e:

Standar error.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Variabel ketepatan waktu penyampaian
LKPD mampu dijelaskan oleh variabel inde-
penden berupa UA_PEM, LKS, GENDER,
TENURE, AHLI dan CAPABILITY sebesar
33,7% dan sisanya sebesar 66,3% di-
pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dii-
kutsertakan dalam model penelitian ini.
Nilai p-value sebesar 0,000 < 0,05, maka
secara simultan variabel UA_PEM, LKS,
GENDER, TENURE, AHLI dan CAPABILITY
berpengaruh pada ketepatan waktu pen-
yampaian LKPD.

Hasil pengujian membuktikan bahwa
umur administrasi pemerintah daerah ber-
pengaruh signifikan terhadap Kketepatan
waktu penyampaian LKPD pada tahun
2014. Semakin tua umur pemerintah dae-
rah maka semakin banyak pengalaman
yang dimiliki sehingga mendorong
pemerintah daerah dalam dalam menjalan-
kan sistem pengelolaan keuangan dan se-
makin menyadari mengenai pentingnya
ketepatan waktu pelaporan keuangan,
temuan ini mengkonfirmasi  hasil
penelitian Ifada (2009) dan Owusu dan An-
sah (2000). Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Itsniawan dan Suranta (2015) dan Hartanto
(2015) yang menyebutkan bahwa faktor
pengalaman (umur) pemerintah daerah ber-
pengaruh signifikan terhadap ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan
pemerintah daerah. Namun penelitian ini
bertolak belakang dengan penelitian yang
dilakukan oleh Saleh (2004), Astuti (2007),
Ifada (2009), Septriana (2010) dan Murniati
(2012).

Lokasi pemerintah daerah Dber-
pengaruh terhadap ketepatan waktu pen-
yampaian LKPD. Hal ini membuktikan bah-
wa ketepatan waktu penyampaian LKPD
dipengaruhi oleh letak/lokasi dari
pemerintah daerah tersebut. Hasil ini, men-
dukung dari teori yang telah dijelaskan da-
lam pengembangan hipotesis sebelumnya,
bahwa dengan sumber daya dan infra-

struktur yang dimiliki oleh pemerintah
daerah di pulau jawa dapat memberikan
andil yang cukup besar terhadap ketepatan
waktu penyampaian LKPD. Penelitian ini
selaras dengan penelitian yang dilakukan
oleh Liu et al. (1999), Cohen dan Laventis
(2013) dan Mahardini (2014) yang menya-
takan bahwa faktor lokasi geografis mem-
berikan pengaruh terhadap kinerja
pemerintah daerah, namun hasil penelitian
ini tidak sesuai dengan penelitian yang dil-
akukan oleh Indriasari dan Nahartyo
(2008); Suhardjanto dan Yulianingtyas
(2011).

Gender tidak terbukti mempengaruhi
ketepatan waktu penyampaian LKPD. Hasil
penelitian ini mendukung penelitian yang
dilakukan oleh Kidwell et al. (1987), Nugra-
haningsih (2005), Milana dan Maldaon
(2015), Nugraha dan Januarti (2015) bahwa
perempuan dan laki-laki memiliki penilaian
serta keputusan vyang sama Kketika
menghadapi pertimbangan yang membu-
tuhkan Kketepatan. Hasil penelitian ini
menegaskan bahwa kepemimpinan laki -
laki dan perempuan sebenarnya memiliki
kemampuan yang sama menjadi seorang
pemimpin yang efektif. Perbedaan gender
tidaklah menjadi masalah, karena yang pal-
ing penting adalah memiliki efektifitas dan
kredibilitas dalam memimpin sehingga
dapat mencapai tujuan organisasi (Sasmita
dan Raihan 2014).

Demikian pula masa jabatan kepala
daerah tidak berpengaruh terhadap
ketepatan waktu penyampaian LKPD. Hasil
ini membuktikan bahwa tidak ada perbe-
daan antara kepala daerah dengan masa
jabatan yang lebih lama dan kepala daerah
dengan masa jabatan yang lebih pendek
terhadap ketepatan waktu penyampaian
LKPD. Alasan yang dapat diungkapkan ada-
lah kerena proses penyusunan dan
pelaporan keuangan daerah tidak dil-
akukan secara langsung oleh kepala dae-
rah, namun dilakukan oleh perangkat dae-
rah masing - masing (Permendagri No. 13
tahun 2006). Hasil penelitian ini tidak kon-
sisten dengan penelitian yang dilakukan
oleh Kidwell et al. (1987), Finkelstein dan
Hambrick (1990), Seeba et al. (2009), Pra-
setyo (2014) dan Milana dan Maldaon
(2015) yang membuktikan bahwa manajer
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dengan pengalaman kerja yang lebih lama
mempunyai hubungan positif dengan
pengambilan keputusan etis sehingga ber-
pengaruh terhadap kinerja organisasi.

Jenjang JFA terbukti mempengaruhi
ketepatan waktu penyampaian LKPD. Hal
ini tentu saja memberikan bukti bahwa au-
ditor dengan tingkat keahlian yang tinggi
maka audit judgment yang diambil akan
semakin baik dan tepat (Praditaningrum
dan Januarti 2012) serta hasil pemeriksaan
yang dilakukannya semakin berkualitas
(Sukriah et al. 2009). Jika kemampuan yang
dimilikinya baik dan dapat mencapai target
yang ditetapkan maka batasan waktu yang
telah ditentukan dapat terpenuhi sehingga
pelaporan keuangan dari SKPD tersebut
dapat menjadi tepat waktu (Lismawati
2012). Semakin banyak jumlah jabatan
fungsional auditor ahli pada Inspektorat
Kabupaten/kota, maka berdampak ter-
hadap penyampaian laporan Kkeuangan
pemerintah daerah menjadi lebih tepat
waktu (Lase dan Sutaryo 2014). Hasil
penelitian ini konsisten dengan penelitian
yang dilakukan oleh Indriasari dan Na-
hartyo (2008); Singgih dan Bawono (2010);
Lismawati (2012); Lase dan Sutaryo (2014);
Sari dan Witono (2014); Kusumaningrum
dan Sutaryo (2015) dan Kartiko et al. (2015)
yang menyebutkan bahwa kecakapan
profesional dan kualitas auditor merupa-
kan karakteristik penting dalam men-
dukung ketepatwaktuan pelaporan keu-
angan.

Pengujian terhadap kapabilitas in-
spektorat daerah terbukti tidak ber-
pengaruh pada ketepatan waktu penyam-
paian LKPD. Hasil ini konsisten dengan
penelitian Toding dan Wirakusuma (2013);
Kusumaningrum dan Sutaryo (2015) yang
mengungkapkan bahwa kapabilitas dan
reputasi Auditor internal tidak ber-
pengaruh secara signifikan terhadap
ketepatan waktu pelaporan keuangan. Na-
mun di sisi lain penelitian ini tidak konsis-
ten dengan Schmidt dan Wilkins (2013)
yang menyebutkan bahwa reputasi auditor
mempunyai pengaruh terhadap ketepatan
waktu pelaporan. Capaian level kapabilitas
inspektorat daerah di Indonesia pada ta-
hun 2014 yang masing rendah dengan rata
- rata berada pada level 1 (initial) pada

model TACM, menjadi alasan penyebab
yang cukup kuat bahwa kapabilitas in-
spektorat tidak memberikan pengaruh pos-
itif terhadap ketepatan waktu penyampaian
LKPD .

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji
pengaruh dari karakteristik pemerintah
daerah, karakteristik kepala daerah dan
karakteristik inspektorat daerah terhadap
ketepatan waktu penyampaian LKPD. Ber-
dasarkan hasil analisis dan pengujian
hipotesis yang telah dilakukan maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa umur
pemerintah daerah, lokasi pemerintah dae-
rah dan jenjang Jabatan Fungsional Auditor
(Ahli) memberikan pengaruh terhadap
ketepatan waktu penyampaian LKPD. Na-
mun disisi lain penelitian ini menemukan
bahwa gender kepala daerah, masa jabatan
kepala daerah dan kapabilitas inspektorat
daerah tidak berpengaruh terhadap
ketepatan waktu penyampaian LKPD.
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu
level kapabilitas inspektorat pada tahun
2014 yang cenderung didominasi pada lev-
el 1, menyebabkan terjadinya penge-
lompokkan pada kode 1, sehingga hal ini
memberikan pengaruh terhadap hasil
penelitian. Penelitian selanjutnya dapat
menggunakan data hasil assessment inter-
nal control - IACM yang terbaru dengan lev-
el kapabilitas yang lebih beragam sehingga
dapat diperoleh hasil yang lebih konsisten.
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